
VERIFIKASI JEDA PROGRES JEDA SELESAI JEDA

1 Suprih Tiyono 

(suprixxxxxxxx)

tentang dana hibah ke Gapoktan tahun 

anggaran 2012 yg sampai sekarang tidak jelas 

keberadaannya di Desa Bejiarum.mohon tindak 

lanjut dari dinas terkait

Non Infrastruktur Web 17-01-2022 

07:08

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Laporan kami terima, selanjutnya 

akan kami komunikasikan dengan 

bidang kerja terkait. Terima Kasih.   

Mohon untuk dapat disebutkan 

hibah ke Gapoktan sektor apa ? ( 

hibah Pertanian, Perkebunan, 

Kehutanan, Perikanan, 

Peternakan). Selanjutnya silahkan 

menghubungi dinas terkait sesuai 

dengan bidangnya. Terima kasih   

Laporan selesai. Terima kasih 

17-01-2022 

11:31

0 Hari 4 Jam 20-01-2022 

15:59

3 Hari 4 Jam 25-01-2022 

08:25

4 Hari 16 Jam Laporan 

Selesai

2 Emil saleh 

(Emil_xxxxxxxx)

Bpk Gubenur y terhormat. Di desa kami ada 

bantuan jambanisasi sebanyak 100 kk penerima 

manfaat bersamaan dengan desa kalimanah. 

Ada perbedaan penerimaan antara jumlah 

bahan bahan untuk jambanisasi antara ds 

kedungwuluh dengan desa kalimanah, ada pun 

perbedaan sebagai berikut : 1. Semen, didesa 

kalimanah 6 zak per kk di kedungwuluh 4 zak 

per kk (diduga lebih 200 y tidak dibagikan). 2. 

Besi dikalimanah 4 batang dikedungwuluh 2 

batang (diduga lebih 200 batang y ga dibagi). 3. 

Paralon 3" dikalimanah 3 batang dikedungwuluh 

(diduga sisa 100 batang). Sy minta tolong 

ditelusuri dugaan sisa material jambanisasi y 

diduga segaja tidak dibagikan oleh pemerintah 

desa kedungwuluh. Terimakasih dan salam 

hormat saya.

Non Infrastruktur Web 24-01-2022 

23:36

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Laporan kami terima. Selanjutnya 

akan kami komunikasikan dengan 

yang terkait. Terima Kasih   Kami 

sampaikan ke sdr. 

Emil_saleh@gmail.com bahwa 

untuk bantuan Jamban di desa 

Kedungwuluh dan Kalimanah 

Kabupaten Purbalingga yang 

saudara tanyakan, merupakan 

bantuan yang bersumber dari 

APBD Kabupaten Purbalingga, 

untuk itu informasi selanjutnya 

silahkan saudara menghubungi 

Dinas Kesehatan Kabupaten 

Purbalingga.   Atas perhatiannya, 

kami sampaikan terima kasih.   

Laporan selesai. Terima Kasih 

25-01-2022 

08:17

0 Hari 9 Jam 31-01-2022 

14:43

6 Hari 6 Jam 02-02-2022 

07:39

1 Hari 17 Jam Laporan 

Selesai

3 ardi suna (No 

Telepon)

lahan ada tulisan larangan menggunakan lahan 

ini akan tetapi lahan tersebut di tanami jagung yg 

mana lahan tersebut kiri kanannya adalah tebing 

yg suatu saat bisa terjadi longsor dan bisa 

mengakibatkan jln puyussdh pernah saya 

laporkan di apk ini sampai 2 kali panen, laporan 

pertama di tanggapi oleh dinas aset daerah tp 

msh saja di tanami jagung sampai sekarang dan 

di khawatirkan penanaman jagung tersebut 

menggunakan pupuk pestisida yg akan merubah 

kontur tanah menjadi kurang baik

Infrastruktur Ponsel 31-01-2022 

08:14

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Laporan kami terima. Selanjutnya 

akan kami komunikasikan dengan 

yang terkait. Terima Kasih   Kami 

sampaikan kepada saudara Ardi 

Suna bahwa laporan anda telah 

kami koordinasikan dengan Dinas 

PU Bina Marga dan Cipta Karya 

Provinsi Jawa Tengah selaku SKPD 

yang memiliki kewenangan atas 

bidang tanah dimaksud untuk 

dilakukan identifikasi, pengamanan, 

Penertiban dalam rangka 

pemanfaatan aset tersebut.   

Sesuai dengan kewenangan kami, 

melalui Balai Pengelolaan Jalan 

Wilayah Semarang Dinas PU Bina 

Marga Provinsi Jawa Tengah telah 

menindak lanjuti dengan :      

Melakukan Pengecekan dan 

koordinasi dengan Desa Serta 

memberikan teguran kepada warga 

yang menanami;     Memberikan 

pemahaman bahwa penanaman di 

lokasi bahu jalan tersebut tidak 

31-01-2022 

14:50

0 Hari 7 Jam 04-02-2022 

23:13

4 Hari 8 Jam 07-02-2022 

07:22

2 Hari 8 Jam Laporan 

Selesai
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4 Aji Rangga Aditya 

(ajiraxxxxxxxx)

Melaporkan Pelayanan Badan Keuangan 

Daerah ( BKD ) Karanganyar Pelayanan sangat 

lambat , Validasi BPHTB Rata-rata 2-3 Bulan,  

padahal sistemnya Online tetapi sangat lambat. 

Ketika di temui di kantor Barulah Berkas di 

kerjakan, Petugas Rata2 hanya Bersantai & 

Bermain HP. Terimakasih

Non Infrastruktur Web 18-03-2022 

19:16

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Terima kasih laporan kami terima. 

Selanjutnya kami komunikasikan 

dengan pihak terkait   Salam sehat 

dan sejahtera ...   Kami sampaikan 

kepada sdr. 

ajirangga76@gmail.com bahwa 

laporan yang saudara sampaikan 

bukanlah kewenangan/ranah dari 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah (BPKAD Provinsi Jawa 

Tengah), hal tersebut merupakan 

kewenangan dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karanganyar. 

Untuk itu kami sampaikan kepada 

saudara silahkan untuk 

dikomunikasikan dengan Pimpinan 

Daerah/Bupati setempat.    Terima 

kasih atas laporan dan perhatianya   

Salam sejahtera dan sehat selalu   

Laporan selesai. Terima kasih 

22-03-2022 

08:10

3 Hari 13 Jam 22-03-2022 

12:01

0 Hari 4 Jam 23-03-2022 

10:48

0 Hari 23 Jam Laporan 

Selesai

5 enriko yogi (No 

Telepon)

Menindaklanjuti instruksi pemateri dari Dinas 

P3APMD tentang Aset Desa, beliau 

memerintahkan untuk update database Aset 

Desa. Tapi kurang didapatkan kejelasan dimana 

database itu dapat mulai untuk di perbaharui, 

karena beliau tidak sanggup untuk 

memperbanyak. jadi, darimana kami memulai? 

1. apakah softcopy atau aplikasi? jika iya mana 

softcopynya dan apa aplikasinya? 2. apakah 

hardcopy? jika iya mana dokumen yang harus 

diperbaharui.

Infrastruktur Ponsel 27-05-2022 

14:16

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Terima Kasih. Selanjutnya akan 

kami komunikasikan dengan unit/ 

bidang kerja terkait   Salam sehat 

dan sejahtera ...   Kami sampaikan 

kepada saudar Enriko Yogi bahwa 

mekanisme pengelolaan aset desa 

saat ini mengembangkan aplikasi 

SIPADES versi online sesuai 

Permendagri 1/2016. Anda dapat 

berkoordinasi dengan Dinas 

P3APMD untuk segera 

mensosialisasikan aplikasi tersebut 

serta memberikan akses kepada 

Pemerintah Desa.   Demikian yang 

kami sampaikan, kami ucapkan 

30-05-2022 

07:22

2 Hari 17 Jam 02-06-2022 

15:06

3 Hari 8 Jam 06-06-2022 

07:41

3 Hari 17 Jam Laporan 

Selesai

6 Santanu Parkesa 

(santaxxxxxxxx)

Salam sehat pak ganjar...mohon pencerahan dr 

pak ganjar, tentang pajak BPHTB di kantor 

BPPKAD cilacap. Kronologisnya spt ini pak, kami 

ahli waris dr alm bapak saya mengurus balik 

nama sertifikat tanah dgn nilai aset sekitar 2 

Miliar dan biaya pajak BPHTB sejumlah 94 juta 

dan sudah jadi sertifikat tsb pada bulan 

september 2021 atas nama para ahli waris yaitu 

ibu saya dan anak2nya. Lalu dua bulan 

berikutnya yaitu pada bulan november 2021 

salah satu ahli waris yaitu ibu saya meninggal 

dunia, maka kami mengurus lagi sertifikat tsb 

dan dari kantor BPPKAD cilacap untuk pajak 

BPHTB sama seperti awal alias mengulang lg 

membayar sejumlah 94 juta lg dan kami dr ahli 

waris mohon keringanan untuk pembayaran 

tsb...mohon pencerahan dr pak ganjar ttg hal ini 

kami harus bagaimana pak? Adakah Pergub 

atau Perbup yg mengatur untuk masalah spt yg 

kami alami ini? Krn tidak ada yg tau mengenai 

usia manusia khususnya dgn meninggalnya ibu 

kami...mohon dibantu pak ganjar, matursembah 

nuwun ????

Non Infrastruktur Web 23-06-2022 

11:14

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Laporan kami terima dan 

selanjutnya akan kami 

koordinasikan dengan pihak  yang 

terkait. Terima Kasih    

Mendasarkan ketentuan Undang-

Undang 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Pajak BPHTB merupakan 

salah satu pajak daerah yang 

menjadi kewenangan 

Kabupaten/Kota. Pungutan BPHTB 

dikenakan setiap kali terjadi 

perolehan hak atas tanah, 

bangunan mapun rumah. 

Sedangkan besaran pungutan 

yakni sebesar 5% (lima persen) dari 

harga jual bangunan setelah 

dikurangi Nilai Perolehan Obyek 

Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP).   Berkenaan dengan 

permohonan Saudara terkait 

keringanan pembayaran pungutan 

dimaksud, telah kami koordinasikan 

dengan Pemerintah Kabupaten 

23-06-2022 

13:42

0 Hari 2 Jam 30-06-2022 

13:12

6 Hari 24 Jam 01-07-2022 

10:47

0 Hari 22 Jam Laporan 

Selesai



7 M Dahlan Ghozali 

(mdghoxxxxxxxx)

Saya sudah lapor terkait bagi-bagi anggaran 

banprov khususnya anggaran infrastruktur, sejak 

tanggal 24 juni 2022, dilaporan tersebut saya 

mengeluhkan banprov infrastruktur anggarannya 

dibagi2 dari partai pembawa aspirasi, 

dispermasdes, kecamatan, paguyuban kades.. 

mohon di pantau sampai dipelaksanaan 

lapangannya. Terimakasih

Non Infrastruktur Web 18-07-2022 

06:38

KEUANGAN 

DAN ASET 

BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPKAD)

  Laporan Kami terima dan 

selanjutnya akan kami sampaikan 

kepada pihak pihak terkait. Terima 

kasih   Bantuan Provinsi (Banprov) 

yang terdiri dari Bantuan Keuangan 

kepada Pemerintah 

Kabupataen/Kota dan Bantuan 

Keuangan ke Pemerintah Desa, 

dimana alokasinya telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah tentang 

APBD Provinsi Jawa Tengah.   

Adapun mekanisme 

perencanaanya salah-satunya 

melalui mekanisme Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) dari desa/kelurahan , 

Kecamatan, Kabupaten/kota dan 

Provinsi. Upaya perencanaan ini, 

dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa program /kegiatan Bantuan 

Provinsi merupakan prioritas 

kebutuhan dari daerah.   Berkenaan 

dengan pengelolaanya, telah diatur 

dengan Peraturan Gubernur 

tentang pemberian dan 

pertanggungjawaban Belanja 

Bantuan Keuangan kepada 

18-07-2022 

10:17

0 Hari 4 Jam 26-07-2022 

08:05

7 Hari 22 Jam 27-07-2022 

10:45

1 Hari 3 Jam Laporan 

Selesai

RUDI NUGROHO, SE, MM
NIP. 19700524 199603 1 003

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Ketua PPID Pelaksana


